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Menteri Dalam Negerl, Tito

Karnavian bersama DPR menggenjot
pembahasan Rancangan Undang-

Undang Daerah Khusus Jakarta
{RUU DKJ). RUU DK ditargetkan

kelar sebelum Lebaran, Setelah nanti
Jakarta tak jadi ibu kota negara (IKN),

Mimpi Tito Setelah IKN Pindah

Jakarta Jadi New York

Tito Pastikan Gubernur DKJ Tetap Dipilin Rakyat

Jakarta Jadi New York
... DARIHALAMAN 1

Tito berharap, Jakarta bisa jadi seperti buﬂgumn Jakarta akan diarahkan men-

New York, Amerika Serikat (AS).

HAL tersebut isampaikan Tito saat mengikut
rapat kerja bersama dengan Badan Legislast
(Baleg) DPR dan DPD. di Gedung Nusantara [
DPR/MPR, Senayin, Jakanta, Rabu (13572024).
Rapat membahas tindak lanjut RUU DKJL
Rapat vang dihadiri perwakilan Menteri
Keuangan Sn Mulyani, Menten Perencangan
Pembangunan Nasional (PPNYKepala Bap-
penias Suharso Monoarfi itu, dipimpin Ketua

Baleg DPR, Supratman Andi Agtas,

Dalam paparannya. Tito mengtakan, pem-

Jadi pusal perckonomian, jasa, hingga
perbankan,

“Kira-irasama seperti New York-nya
Amerika atau Sydney, Melboume-nya
Australia.” papar Tito,

Tito berharap, Jakarta bisa menjadi
kota kelas dunia vang berlya saing
global. Untukitu, ia memunta RUU DKJ
dibahas dengan cermat Apalagi, aturan
ersebut akan menjadi landasan hukum
pembentukan dn pembangunan Jikirta
i tak lagi menjadi ihu kota.

“Diperlukan komutmen bersama an-
tara DPR, DPD dan pemenintah untuk
rewujudkan visi bersama membangun
Jakarta menjadi kota kelas dunia, kota
global,” ujar Tito,

Lehih lanjut, Tito menjelaskan, RUU
DKJ juga akan incimbahis aglomerasi
Jakarta dan wilavah sekitamya. Menurut
Tio, hal tersebut perlu diperjelas agar
tidak banyak pelmtiran, Menurutnya,
kawasan aglomerasi perlu dilakukan

harmonisast mengmngit banyak probler
danprogram yang saling bersinggungan,
salah satunya banjir

Karenanya, kata mantan Kapolri
itu, Pemerintah mengusulkan agar
wewenang program hamonisast agho-
merasi Jakarta perlu berada di bawah
wewenang Wakil Presiden, Sehab, lugas
Preaden sudah banyzk.

“Lebih spesifik ditangani Wapres.
Dan, ini mirip yang kita lakukan di Pa-
pus, dibentuk Badan Percepatan Pem-
bangunan Papta,” selas Tieo,

Selain ifu, Tito juga memastikan Gu-
bemur DKJ bukan ditunjuk Presiden.
melamkin kingsung dipilih oleh rakyat.
“Sikap Pemerintah tegas, tetap pada po-
sist pihih (oleh rakyat), atau tidak ber-
ubsh sesuai dengan yang dilaksanakan
saatini,” tegas Tito,

Tito beranggapan, hal ini peru diper-
Jelas agar tdak ada kecurigaan dan
masyarakat terhadap Pemenntah. “lsu
paling krusial vang kami kira menjadi
polemik di publik tentang su pemilihan
gubernur dan wakil gubenur Daerah
Khusus Jakarta.” tambah Tito,

Tito menambahkan, hingga kini sta-

s Jakarta masih menjach Thu Kota In-
donesia Pasalnya, Keputusan Presiden
(Keppres) mengenal perpinddhan ibu
kot dari Jikarta ke Tho Kota Negar
(TKN) Nusantara belum teebit.

“Ketika Keppres duterbitkan pemin-
dabhan ibu kota dan Jakara ke [KN. maka
saat itulah ibu kol telah berpindah de
Jure dandle facto di IKN," tutup Tito.

Sementara, Ketua Baleg DPR,
Supratman Andi Aglas mengatakan,
pibiknya menargetkan pada 4 April atau
sehelum eharan, RUUDK] sudh depat
diparipumakan. “Jadwal ini tentatif. [ni
bisadilerima. Pak ya. Pemerintah, DPD.
din teman-eman DPR. Bisa ya.” cetus
Supratman

Mular han 1n, lanjutnya, hingga
akhir masa sidang Apnl mendatang,
rapat pembahasan RUU DK bersama
Pemerintzh akan dikebut

“Kemudian akan diisi mulai besok
dengan pembahasan i tingkat Panitia
Kerja (Panja). Kemudian akan diskhiri
pada 3 Apnl han Rabu, dalam kerja.”
Janji dia,

Sedangkan, Wakil Ketua Komite [
DPD, Sylviana Mumi menegaskan,

lerbaganyasepikat dengan sikap Penic-
rintah terkait mekanisme penctapan
gubernur dan wakil gubernur DKJ agar
tetap dipilih kingsung lewat Pilkada.

Mekanisine terschut juga sesuai
dengan Pasal I8 Ayal (4) UUD 1945
vang menyatakan bahwa, Gubemur,
Bupat, dan Wali Kola masing-masing
sebagal kepala pemerintah daersh pro-
vinsi. kabupaten dan kota dipilih secara
(emokratis.

Lilu apa tanggapan Komisi 11
DPR? Kema Komasi I DPR, Ahmad
Dali Kurnia meminta Baleg segera
merampungkan RUU DKJ, Doli me-
nyebut, jika RUU tersebut sudah di
Komisi [ DPR, akan selesai dalam satu
MIngew.

Doli menik, RUU DKJ harus selesai
dalam masa sidang TV tahun sidang
0232014,

“lni proses peralihan, proses transisi,
kami di Komisi Il waktu itu mendorong,
supava sebelam 15 Februari itu sudah
selesar, Cumi Kan it masalah tekmis
terhambat pemilu, pilpres dan segala
g, tepi an tidak terhaimbat” kata
(ia. mUMM


http://www.tcpdf.org

